Denokrasi Dan Disil usit

17 Oktober 1953: di pagi hari itu,
sekitar 5000 orang muncul di jalanan
Jakarta. Pada pukul 8, nereka sudah
ber hi npun di | uar gedung Dewan
Perwaki | an Rakyat . Tak jelas siapa
yang mem npin dan organi sasi apa yang
nmenger ahkan nereka, tapi yang nereka
t unt ut di ut ar akan dengan t egas:
“Bubarkan  Parlemen”. Kata sebuah
poster, “Parlemen untuk Demokrasi,
bukan Demokrasi untuk Parlemen”.

Tak |am kemudan nereka nemasuk

gedung perwaki | an r akyat itu,
menghancur kan beberapa  kursi dan
mer usak kantin yang bi asanya

di perunt ukkan bagi para | egisl ator.

Dar i si ni, r ombongan denonstran
bergerak ke jalan lagi. Peserta makin
bertanbah besar. Akhirnya nereka,

mencapai 30 ribu orang banyaknya,
sanpai ke |Istana Negara. Mereka ingin
menghadapi Presiden. Bung Karno, yang
menget ahui apa yang dituntut para
denonstran Itu, akhirnya  nuncul
Dal am pidato singkat ia nengatakan:
ia tak akan nenbubarkan Parlenen. la
tak ingin jadi diktator. la hanya
berj anj i pem | i han umum akan
di sel enggar akan seger a.

Ri ngkas kata, Bung Karo nenol ak. Tapi
rekaman wucapannya nenunjukkan bahwa
ia juga punya Kketidak-sukaan yang
sama kepada ‘“demokrasi liberal” yang
dianggapnya sebagai cangkokan “Barat”
itu. D tahun 1958, ia nenbubarkan
dewan perwakilan pilihan rakyat dan
mengubah | ndonesia dengan nenerapkan
“demokrasi terpimpin”.

! Naskah ini hanya untuk kepentingan “Seminar Membaca GM 2021”. Naskah belum diedit untuk
kepentingan publikasi.



Sistem ini kemudi an berakhir di tahun
1966, ketika “Orde Baru”
menper kenal kan format politik yang
disebutnya ‘“demokrasi Pancasila” -
yang sebenarnya nerupakan varian baru
bagit “demokrasi terpimpin’. Boleh
di at akan, dal am “Orde Baru”,
sebagi an dari yang di kehendaki para
penuntut pada tanggal 17 Oktober itu
di penuhi. Kita tahu, seperti dicatat
ol eh Herbert Feith dalam The Decline
of Consti tutional Denocracy in
| ndonesi a, bahwa par a perwra
Angkatan Darat Dberada di bel akang
aksi hari itu. Senentara Bung Karno
berpidato, mliter nenmasang dua buah
tank, beberapa panser, enpat batang
kanon vyang ditujukan ke [Istana:
penegasan agar Presiden nenbubarkan
Parl emen dan nelikw dasi  denokr asi

liberal. Kita kenudian tahu, dalam
“demokrasi Pancasila” yang ditegakkan
Angkat an Dar at , DPR nmemang dipilih

secara reguler, tapi pada akhirnya,
konstruksi sang penguasa — dal am ha

i ni Suharto - vyang menent ukan.
Ber angsung- angsur, kekuasaan
berkembang dari sifat “birokratik-
otoriter” menjadi ot okrati k.

Suharto nengul angi posisi Bung Karno
sebagar “Pemimpin Besar Revolusi”,
dengan gel ar yang ber beda.

DI tahun 1998, otokrasi Suharto itu
r ubuh. I ndonesi a nmendapat kan
“demokrasi liberal”-nya kenbali. Satu
dasawar sa kenudi an, kita masi h tanpak
percaya kepada denokrasi ini — jika
itu berarti pem |ihan unmum yang
regul ar, parti si pasi masyar akat
pemlih lewat partai, penbent ukan
undang- undang nel alui para | egi sl ator
di par | enmen, pengawasan ki nerja
kabi net dari sebuah |enbaga negara
yang dipilih rakyat. Tapi akan
bert ahankah kepercayaan itu?

Kita bisa nenduga — nelihat betapa
korupnya para anggota DPR sekarang,
melihat tak jelasnya | agi al asan



hi dup partai-partai, kecuali untuk
mendapat kan kursi — I ndonesia sedang
memasuki sebuah masa, ketika rakyat -
dengan hak penuh untuk nemlih dan
tak memlih — akan nencenooh, bahkan
mencurigai, para penegang peran dama
denokrasi parl enmenter yang ada.

Saya tak akan mer amal kan bahwa
“Peristiwa 17 Oktober” baru akan

terj adi seger a. Tapi saya kira
si apapun bisa nelihat, kita akan
hi dup dengan harapan-harapan yang
retak kepada denokrasi |iberal. Dan

tak akan nengherankan bila kita akan
segera nendengar kecanman seeprti yang
pernah diutarakan Novelis, Penenang
Nobel, Saramago: “Pemithan umum
tel ah j adi repr esent asi konedi
absurd, yang memalukan’.

Dal am penbi caraan saya hari ini, saya

akan nmencoba menunj ukkan, bahwa
di silusi seperti itu nmemang tak akan
t er el akkan. Per soal annya  kenudi an,

sejauh mana dan dalam bentuk apa
denokrasi bi sa di pertahankan.

Denokrasi — sebagai mana kedi kt at uran
-- menjaga dirinya dari khaos. la
jadi bentuk yang harus praktis dan
terkel ol a. la dibangun sebaga

si stem dan prosedur.

Tapi sebagai sebuah format, ia tak
dapat sepenuhnya nenangkap apa yang
tak praktis dan yang tak tertata.
Sal ah satu jasa tel aah kebudayaan dan
teori politik mut akhi r I al ah
pengakuan terhadap pentingnya apa
yang turah, yang luput tak tertangkap
ol eh  hukum dan bahasa, yang oleh
Lacan di sebut sebagai |le Reel, (dalam
versi Inggris, the Real), dan yang



saya coba terjenmahkan di sini sebaga
“Sang Antah”.

Dengan itu sebenarnya ditunjukkan
satu kekhil afan utama dal am pem kiran
politik yang nengasunsi kan kemanpuan

“representasi”. Pengertian
“representasi” dimulai dari 1lusi
bahasa, bahwa satu hal dapat

ditirukan persis dalam bentuk |[ain,
m sal nya dal am kata atau perwakil an.
Ilusi mnetik ini nmenganggap, senua

hal, termasuk yang ada dalam dunia
kehi dupan, akan dapat
di represent asi kan. Seakan- akan tak

ada Sang Ant ah.

Namun baik oleh teori “demokrasi
radi kal” yang diperkenalkan Laclau
dan Mouf f e dengan menggunakan
pandangan G ansci, maupun ol eh
pem kiran politik dengan mlitans

ala Mao dal am pem ki an Al ai n Badi ou

kita ditunjukkan bahwa sebuah tata
masyar akat , sebuah tubuh politik,
adal ah sebentuk scene yang tak pernah
komplit. Senantiasa ada yang obscene

dal am dirinya, bagi an dari Sang
Ant ah, yang dicoba diingkari. Tapi
yang obscene -- yang tak tertanpung
dan tak dapat diwakili oleh tubuh
politik yang ada — justru

menunj ukkan bahwa scene itu, atau
tata nmsyarakat yang kita saksikan

itu, tak terjadi secara alam ah.
Menurut Laclau dan Muffe, tata
masyarakat itu lahir dari hubungan
ant agoni st i s. la nerupakan hasi

perj uangan hegenoni k. Itu sebabnya
suatu tubuh politik yang tanpak
stabil mau tak mau dihantui ol eh
pertentangan — yang nenbuatnya hanya

kwasi - st abi | .

Dari pandangan seperti itu denokrasi

sebagai sebuah f or mat, memang
terdorong hanya nmerawat tubuh politik
yang kwasi - st abi | itu. Sebagai

aki batnya, ia cender ung nmengubah
ant agoni sme dan perjuangan hegenoni k
itu jadi majal: denokrasi acapkal



menghenti kan proses politik dengan
mendasarkan diri pada sebuah suara
t er banyak atau  sebuah konsensus.
Dengan itu apa yang di anggap
menyi npang, apa yang obscene,
di si ngkirkan. Maka ia tanpak sebaga
sesuatu yang tak hendak nenbuka diri
pada alternatif-alternatif baru

Contoh yang segera dapat dilihat
adal ah Jepang; di sana, kekuasaan
Part ai Li ber al Denor asi (LDP)
ber | angsung hanpi r t ak ber henti -
henti nya. Hal yang sama dapat
di kat akan tentang denokrasi Anerika.
Hari-hari ini, justru di sebuah nasa
ketika suara untuk perubahan yang
di bawakan Obama terdengar nyaring,
sebetulnya tak tanmpak dahsyatnya
“perubahan” yang disuarakannya.

Per nah saya kat akan, denokrasi adal ah
sistem dengan rem tersendiri — juga
keti ka keadaan bur uk dan har us
di jebol. Pem|lihan umum nekani snenya

yang ut ama, adal ah mesi n yang
mengi kuti statistik. Tiap penungutan
suara terkurung dalam “kurve
lonceng™: sebagian besar orang tak

menghendaki perubahan yang ‘“ekstrim”.
Statistik nenunjukkan ada senmacam
tendensi bersama untuk tak nmemlih
hal yang nmengguncang- guncang.
Statistik itu status quo.

Dalam haribaan “kurve lonceng”, Obama
tak akan bersedia nengubah politik
Arreri ka dengan yang bar u yang
menggebrak. Akan sulit kita nenenukan
per bedaan pandangannya t ent ang
Pal estina dari posisi Bush. la, yang
harus mencari dukungan | obi Israel di
Aneri ka, tak akan nekad bilang akan
mengaj ak Hamas ke neja perundi ngan.
| a t ak akan ber ani menanpi k
sepenuhnya hak orang Anmerika nemliKi
senjata api pribadi, neskipun korban
kekerasan di negeri itu tak kunjung
reda. la tak akan bertekad nengubah
sikap orang Anerika yang cenderung



memandang perang sebagai kegagahan
patriotik, bukan kekej aman.

Seraya bersaing ketat dengan MCain,
banma — yang nenprokl amasi kan diri
sebagai penersatu Anerika, negarawan
yang akan nenyenbuhkan negeri yang
terbelah antara “biru” dan “merah” -
akan tanpil sebagai Si penbangun
konsensus.

Tapi konsensus tak akan nudah jadi
wadah bagi perubahan yang berani. D
Spanyol di tahun 1982, m sal nya,
keti ka kedi ktaturan Franco sedang
di ganti kan dengan  denokrasi yang
gandrung perubahan, Fel i pe Gonzal es
Marquez, waktu itu 40 tahun, nem kat
seluruh negeri. Partai Sosialisnya
menawar kan | anbang kepal an tangan
yang yakin dan mawar nerah yang
segar. Senboyannya: Por ElI Canbio.
| a menang. |a bahkan nmem npin Spanyol

sanpai enpat masa | abat an. Tap
ber angsur - angsur, part ai yang
berangkat dari senmangat kelas buruh
yang radikal itu kian dekat dengan
kal angan uang dan nodal. D bawah
kepem npi nan Gonzal es, Spanyol | adi

anggota NATO dan nendukung Anerika
dal am Perang Tel uk 1991.

Sebagai tanda bagai mana denokrasi tak
mengi ngi nkan yang luar biasa, Parta

Sosialis nmenang berturut-turut.
Mungki n itu i ndi kasi bahwa
“perubahan” pada akhirnya harus
di batasi ol eh sinkroni sasi pengal aman
orang ramai. Di haribaan “kurve

lonceng™, kehidupan politik yang
nmel ahi rkannya kehilangan greget yang
subyekti f. Keber ani an di si npan dal am
| aci .



Tapi mungki nkah  sebuah  masyar akat
bi sa berhenti dan proses politiknya
tak tersentuh ol eh waktu?

Pertanyaan retoris ini penting. D
dal ammya tersirat adanya harapan --
di suatu nmasa nmasa keti ka utopiani sne
Mar xi s digugat, tapi keti ka pada
saat yang sanmm pragmatisne ala
Richard Rorty tanpak tak nenberikan
daya bagi perubahan yang berarti.

Tapi untuk itu, nemang diperl ukan
penyegaran kenbali tentang apa arti
“politik” sebenarnya.

Sebuah buku yang dengan amat baik
memapar kan pem Ki ran politik
kont enporer, Kenbal i nya Politik
(Jakarta, 2008), menguraikan ‘“dua
muka yang terpisah” dalam pengertian

“politik™:
Yang pertanma adal ah sisi di
mana politik terj adi
sebegitu saj a dal am
rutinitas kel enbagaan dan
peril aku akt or -

aktornya..Yang kedua adalah
politik yang diharapkan,

yang t er si mpan secara
pot ensi al , ti dak
t eraktual i sasi: politik

sebagai mana dii dankan, yang
tertekan di bawah i nstansi
ket aksadar an.

Dal am pengantarnya, Robertus Robet
dan Ronny Agust i nus nmenunj ukkan
kemungki nan — atau nal ah kenyataan --

ketika demokrasi “telah membunuh
politik” dan ‘“menggantikannya dengan
konsensus.” Dengan kata lain,

“politik” yang di-*“bunuh™ 1tu adalah
politik sebagai proses perjuangan,
bukan politik sebagai saling tukar
kekuasaan dan pengaruh sebagai mana
yang terjadi nelalui pemlihan unmum
dan negosiasi legislatif dewasa ini
di Indonesia. “Politik” yang seperti



itu sebenarnya hanya  nengukuhkan
t ubuh sosi al yang seakan- akan
sepenuhnya di represent asi kan
Parlemen. “Politik” yang seperti itu
berilusi bahwa kita bisa nengabai kan
Sang Antah. “Politik” yang seperti
itu adalah bagian yang bersenbunyi
dari apa yang disebut Ranciere |a
pol i ce: st rukt ur yang di am di am
mengat ur dan nenegakkan tubuh itu.

D sini  sebuah pemaparan selintas
t ent ang teori Ranci er e agaknya
di per | ukan.

La police itu (rmungkin ada hubungan
kata ini dengan “polis” sebagai
negeri dan “polisi” sebagai penjaga
keterti ban) bersifat oligarkis. Tubuh
sosial nengandung ketinpangan yang
tak terel akkan; selamanya ada yang
kuat dan ada yang | enah, yang
menguasai dan di kuasai .

Tapi la police itu tetap saja tak
bi sa menbentuk sebuah satuan sosi al
yang konplit. DI dalam hal ini,
pem ki ran Ranciére juga nenunjukkan
bahwa sat uan itu kwasi - st abi

sebenar nya. Sebab bahkan |a police
tak akan bi sa nengabai kan, bahwa yang
kuat hanya kuat jika ia diakui

dem ki an ol eh yang | emah -- neskipun
dengan nengel uh dan nmarabh. Dengan
kat a | ai n, Si kuat di am di am
mengasunsi kan adanya posi si &
pot ensi Si | emah unt uk nmenber i

pengakuan. Bagi Ranciere, itu berarti
nun di dasar yang tak hendak diingat,
ada kesetaraan antara kedua pi hak.

Di situ kita nenenukan bagai mana
sebuah negeri, polis, hidup: ada |la
logique du tort. Ada sesuatu yang
salah dan sengkar ut t api dengan
begi tu berl angsungl ah sejarah sosial.
Di dalam “logika” 1itu, ketegangan

terjadi, sebab hi er ar ki yang
menbent uk masyarakat justru nmungkin
kar ena mengakui keset ar aan.

Ket egangan dal am sal ah dan sengkar ut



i tul ah yang mel ahi r kan konflik,
guncangan pada konsensus, dan pol em k

yang tak henti-hentinya. Ranci er e
mengakui, selalu ada sebuah arkhe,
sebuah dasar unt uk menbenar kan
ti npangnya distribusi t enpat dan
bagi an dalam nmasyarakat, tapi I a
menunj ukkan bahwa ar khe iitu

sel amanya bersifat sewenang-wenang.

Dari itu terbit la politique: sebuah
pergulatan. la bukan seperti aksi
komuni kasi ala Habermas: di arena itu
tak ada tujuan untuk bersepakat; di
medan itu yang hadir bukanl ah sekedar
usul dan argunen yang berseberangan,
tapi tubuh dan jiwa, “perbauran dua
dunia”, “di mana ada subyek dan
obyek yang tampak, ada yang tidak.”

Agaknya yang tak tanpak itulah yang

menyebabkan | a politique, at au
politik sebagai perj uangan,
mendapat kan makna sosial. Sebab yang

mengger akkan adal ah mereka yang bukan
apa-apa, yang tak punya haki kat dan
asal usul untuk nenang.

Wal hasil, selalu akan ada ketegangan
antara la police dan la politique.
Sebuah tubuh sosial akan bergerak,
tak mandeg, dal am ketegangan itu. D
sini  Ranci ere menperkenal kan istilah
lain, le politique,. untuk mnenyebut
proses nediasi antara kekuatan yang
menj aga denokrasi sebagai fornmat dan
politik sebagai perjuangan ke arah
keset ar aan.

Ber beda dari Badiou, Ranciere — yang
menyebut keadaan denokrasi |ibera

sekarang sebagal “pasca- demokrasi” -
- masih nenaruh Kkepercayaan akan
per an denokr asi par| enent er dan
kemanpuan per undang- undangan dal am
perjuangan ke keadil an.

Tapi Ranci ere bukanl ah orang yang
menganggap, bahwa denokr as

parl enenter dengan sendirinya adil.
“Politik” sebagai perjuangan,



“politik™ sebagar la politique, itu
sesuat u yang t ak secara rutin
terjadi. Bahkan j arang terj adi
Dem ki an pula, tanpa nenyebut saat
demokratik sebagai “kejadian”
( 1”événement) yang | uar bi asa,
Ranci er e nmenganggap dalam sistem
denokrasi yang ada, saat denokratik
sejati tak selamanya di dapat kan.

|V

Dengan nenakai pem kiran Rancieéere,
saya berharap dapat nenunjukkan bahwa
disilusi terhadap denokrasi |iberal
adakah sesuatu yang sah dan harus
di nyat akan.

Tuntutan akan kesetaraan — dan dal am
pengertian yang |lebih luas: keadilan
— adalah tuntutan vyang tak akan
habi s- habi snya. la lahir dari apa
yang tak hendak dilihat oleh sistem
yang ada. la lahir dari yang obscene,
dari yang turah dari representasi, ia
adal ah gaung Sang Antah yang tak
t ert ampung.

Tapi har uskah kita nenghancurkan
denokrasi, karena nenganggap bahwa
denokrasi semata-mata format, bukan
sebuah proses pergul atan, bukan arena

| a politique? Jal an itu ada:
“nihilisme aktift’ dalam pengertian
Si non Critchl ey, keti ka I a
mengur ai kan pendi ri annya t ent ang
“ethika komintmen™ dan “politik
perlawanan” dalam Infinitely
Demandi ng (Verso, 2008). Ni hilisne
aktif inilah yang dilakukan m sal nya
oleh teror A Qaedah - yang pada
gilirannya juga tak menunbangkan
denokr asi l'i beral, bahkan

menper kuat nya:  nmaki n kukuhnya apar at
keamanan Negara nerupakan peneguhan
dari la police.
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Satu-satunya jalan yan nasih terbuka
adal ah selalu dengan setia
mengenbal i kan politik sebaga
perj uangan. Jal an yang ditenpuh tak
bi sa dirunuskan sebelummya; selalu
di perlukan keluwesan untuk nmemlih

nmet ode, bai k mel al ui per undang-
undangan at au justru mel awan
per undang- undangan, bai k mel al ui

partai ataupun nel awan part ai

Artinya, tiap kali kita nenbiarkan
diri untuk didesak oleh panggilan
akan keadilan yang tak pernah akan
menbi su.

* k%
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